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4 SEKDA 
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di 
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Mengingat : 1. 

D E N G A N RAHMAT T U H A N Y A N G MAHA E S A 

B U P A T I GORONTALO UTARA, ; 

bahwa u n t u k me l aksanakan ketentuan da lam Lamp i r an 

B a b I I h u r u f D angka 4 h u r u f i m Pera turan Menteri 

Da l am Negeri Nomor 77 T a h u n 2020 tentang Pedoman 

Tekn i s Pengelolaan Keuangan Daerah m a k a per lu 

membentuk Pe ra turan B u p a t i : tentang T a t a C a r a 

Penganggaran, Pe laksanaan dan Penatausahaan , 

Pertanggungjawaban, dan Pelaporan ser ta Monitoring 

dan E v a l u a s i Be lan ja T i dak Terduga. 

Undang-Undang Nomor 17 T a h u n 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republ ik • Indonesia 

T a h u n 2003 Nomor 4286 , T a m b a h a n Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Nomor 4286) ; 

2. Undang-Undang Nomor 1 T a h u n 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembeiran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2004 Nomor 5, T a m b a h a n Lembaran 

NegEira Republ ik Indonesia Nomor 4355 ) ; 

3 . Undang-Undang Nomor 15 T a h u n 2004 tentang 

Pemer iksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republ ik Indones ia T a h u n 

: 2004 Nomor 66, T a m b a h a n Lembaran Negara Republ ik 

Kabai 
Keua 

1 

igan 
Kabag 
Hukum 

Asisten SEKDA 

L H 

BUPATi GORONTALO UTARA 

PROVINSiI GORONTALO 

PERATURAN BUPATi GORONTALO UTARA 

NOMOR 2) TAHUN 2023 

TENTANG 

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, 

PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN 

Menimbang : 

Mengingat : 

Paraf Koordinasi 
No | Pemrakarsa | Haraf 
1 Kaban 

Keuangan 

2 Kabag ( y 
Hukum 

3 Asisten Lv 

/ 

4 SEKDA Ny 

5 Bupati Untuk 
0 di 

TTD 

|EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

1. 

. Undang-Undang Nomor 1 

BUPATI GORONTALO UTARA, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Lampiran 

Bab II huruf D angka 4 huruf 'm Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu 

membentuk Peraturan Bupati ' tentang Tata Cara 

Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 

Pertanggungjawaban, dan Pelaporan serta Monitoring 

dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga. 

“Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 4286, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286), : 

Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

tentang 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355): 

. Undang-Undang Nomor 15. Tahun 2004 tentang 

— Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400): : 
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Keuahgan Hukum : 4 
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tentang Pendanaan dan Pengelolaan B a n t u a n B e n c a n a 

; (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2008 

; Nomor 8 3 , T a m b a h a n Lembaran Negara Republ ik 

; Indonesia Nomor 4829) ; 

10. Pera turan Pemenntah Nomor 7 1 T a h u n 2 0 1 0 tentang 

\ S tandar A k u n t a n s i Pemenntah (Lembaran Negara 

; Republ ik Indonesia T a h u n 2010 Nomor 123, T a m b a h a n 

\ Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4741 ) ; 

H i . Pe ra turan Pemer intah Nomor 12 T a h u n 2017 tentang 

\ Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

: Pemenntah Dae rah (Lembaran •• Negara Republ ik 

• Indonesia T a h u n 2017 Nomor 7 3 , T a m b a h a n Lembaran 

^ Negara Republ ik Indonesia Nomor 6041 ) ; 

12. Pe ra turan Pemer intah Nomor 12 T a h u n 2019 tentang 

; Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

: Republ ik Indones ia T a h u n 2019 Nomor 165, Tambahsin 

i L embaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4578 ) ; 

13. Pe ra turan Presiden Nomor 17 T a h u n 2018 tentang 

I Penyelenggaraan Kedarura tan B e n c a n a Pada Kond is i 

; Ter tentu (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 

: 2018 Nomor 34 ) ; 

14. Pera turan Menteri D a l a m Negeri Nomor 7 7 T a h u n 

: 2 0 2 0 tentang Pedoman T e k n i s Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Ber i ta Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2020 

i Nomor 1781); 

15. Pe ra turan Kepa la B a d a n Nasional Penanggulangan 

; B e n c a n a Nomor 10 T a h u n 2012 :tentang Pengelolaan 

; B a n t u a n Logistik Pada Saa t Keadaan Darura t ; 

16. Pe ra turan Lembaga Keb i jakan Pengadaan B a r a n g / J a s a 

I Pemer intah Nomor 13 T a h u n 2018 tentang Pengadaan 

i B a r a n g / J a s a da lam penanganan Keadaan D a r u r a t 

, (Ber i ta Negara Republ ik Indonesia- T a h u n 2018 Nomor 

: 766) ; 
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tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

' Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 

' Indonesia Nomor 4829): 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

: Standar Akuntansi Pemerintah | (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

: Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741): 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

' Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

: ' Pemerintah Daerah (Lembaran : Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

| Negara Republik Indonesia Nomor 6041): 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

. Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

: Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 165, Tambahan 

: ' Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), 

13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi 

- Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

' 2018 Nomor 34): : 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

: 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

| Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

| Nomor 1781), 

15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan 

i Bencana Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan 

: Bantuan Logistik Pada Saat Keadaan Darurat, 

16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

: Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

| : Barang/Jasa dalam penanganan Keadaan Darurat 

| (Berita Negara Republik Indonesia, Tahun 2018 Nomor 

760): 

Kaban Kabag Asisten SEKDA 
Keuahgan | Hukum Tan 

TAN HE MIA 



4. : Undang-Undang Nomor 11 T a h u n 2 0 0 7 tentang 

i Pembentukan Kabupaten Gorontalo U t a r a d i Provinsi 

^ Gorontalo (Lembaran Negara Republ ik Indones ia T a h u n 

I 2007 Nomor 13 ,Tambahan Lembaran Negara Republ ik 

\ Indonesia Nomor 4687) ; 

5. ; Undang-Undang Nomor 24 T a h u n 2007 tentang 

\ Penanggulangan B e n c a n a (Lembaran Negara Republ ik 

i Indonesia T a h u n 2007 Nomor 66 , T a m b a h a n 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4723 ) ; 

6. ; Undang-Undang Nomor 2 3 T a h u n 2014 tentang 

\ Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 

; Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244 , T a m b a h a n Lembaran 

: Negara Republ ik Indones ia Nomor; 5587 ) , sebagaimana 

j te lah d iubah beberapa ka l i t e rakhi r dengan Undang-

: Undang Nomor 6 T a h u n 2 0 2 3 • tentang Penetapan 

Pera turan Pemer intah Pengganti Undang-Undang Nomor 

\ 2 T a h u n 2022 tentang C ip ta Ker ja Menjadi Undang-

; undang (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 

i 2 0 1 5 Nomor 4 1 , T a m b a h a n Lembaran Negaira Republ ik 

\ Indones ia Nomor 6856 ) ; 

7 : Undang-Undang Nomor 30 T a h u n 2014 tentang 

\ Admin is t ras i Pemer intahan (Lembaran Negara Republ ik 

: Indonesia T a h u n 2014 Nomor 2 9 2 , Tambaihan 

; Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 5601) 

- sebagaimana te lah d iubah dengan Undang-Undang 

I Nomor 6 T a h u n 2 0 2 3 tentang Penetapan Pe ra turan 

j Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 T a h u n 

; 2022 tentang C ip ta Ker ja Menjadi Undang-undang 

j (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2 0 1 5 

; Nomor 4 1 , T a m b a h a n Lembaran Negara Republ ik 

; Indones ia Nomor 6856) ; 

si Pe ra turan Pemer intah Nomor 2 1 T a h u n 2008 

\ tentang Penyelenggaraan Penanggulangan B e n c a n a 

: (Lembaran Negara Republ ik Indones ia T a h u n 2008 

^ Nomor 4 2 , T a m b a h a n Lembaran Negara Republ ik 

\ Indonesia Nomor 4828 ) ; 
9; Pe ra turan Pemer intah Nomor :22 T a h u n 2008 

Kaban 
Keudtiean 
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-It-

4. | Undang-Undang Nomor 11 Tahun : 2007 tentang 

| Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi 

Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 13,Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4687): : | 

. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

' Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 : Nomor 66, Tambahan 

: Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723), 

' Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

' Negara Republik Indonesia Nomor: 5587), sebagaimana 

| | telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 

' Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

'2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- 

' undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

: 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

| Indonesia Nomor 6856), | | 

k Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

| Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

| Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) 

| sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

| Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

' 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi . Undang-undang 

| (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

| Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

: Indonesia Nomor 6856), | | 

, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 

tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 

: (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

| ' Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 

| | Indonesia Nomor 4828): 

o. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2008 
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M E N E T A P K A N 

\ M E M U T U S K A N : 

P E R A T U R A N B U P A T I T E N T A N G TATA CARA 

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, 

P E R T A N G G U N G J A W A B A N , DAN P E L A P O R A N S E R T A 

MONITORING DAN E V A L U A S I B E L A N J A T I D A K T E R D U G A 

B A B I 

K E T E N T U A N UMUM 

Pasa l 1 

Da l am Pera turan B u p a t i i n i , yang d imaksud dengan: 

1. Dae rah ada lah Kabupaten Gorontalo Utara. 

2. Pemer intah Daerah ada lah B u p a t i sebagai u n s u r penyelenggara 

pemer intahan Daerah yang memimpin pe laksanaan u r u s a n pemer intahan 

yang menjadi kewenangan Dae rah . 

3 . B u p a t i ada lah B u p a t i Gorontalo Utara . 

4 . Anggaran Pendapatan dan Be lan ja Daerah y a n g se lanjutnya dis ingkat 

A P B D ada lah R e n c a n a Keuangan T a h u n a n Pemer intah Daerah yang 

d ibahas dan disetujui be r sama oleh Pemer intah Daerah dan D P R D dan 

ditetapkan dengan Pera turan Daerah. 

5. T i m Anggaran Pemer intah Daerah yang se lan jutnya dis ingkat TAPD ada lah 

t im yang bertugas menjdapkan dan me l aksanakan keb i jakan Kepa la 

Daerah da lam rangka penyusunan A P B D . 

6. Keuangan Dae rah ada lah s emua h a k dan kewaj iban Daerah da lam rangka 

menyelenggarakan Pemer intahan Daerah yang dapat d in i la i dengan u a n g 

ser ta segala bentuk kekayaan yang dapat d i jad ikan mi l i k Daerah 

berhubung dengan h a k dan kewaj iban Daerah tersebut. 

7. S a t u a n ! Kerja Perangkat Daerah adalah yang 

se lanjutnya dis ingkat S K P D ada lah Perangkat Daerah pada 

Pemer intah Daerah s e l aku Pengguna Anggaran/Barang. 

8. S a t u a n Ker ja Pengelola Keuangan Daerah yang se lanjutnya dis ingkat 

S K P K D ada lah u n s u r penunjang u r u s a n pemer intahan pada Pemerintaih 

Daerah yang me l aksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah , 

9. Pejabat Pengelolaan Keuangan Dae rah yang se lan jutnya d is ingkat P P K D 

ada lah kepa la S K P K D yang mempunya i tugas me l aksanakan pengelolaan 

A P B D d a n bert indak sebagai Bendaha ra U m u m Daerah . 

10. B e n d a h a r a U m i i m Dae rah yang se lan jutnya dis ingkat B U D ada lah P P K D 
Kaban 
Keui ngan 

Kabag 
Hukum 

Asisten SEKDA 
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MEMUTUSKAN: 

MENETAPKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG  TATA CARA 
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, 
PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PELAPORAN SERTA 
MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. 

2. 

10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD 

Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara. 

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah. 

. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang 

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah 

tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala 

Daerah dalam rangka penyusunan APBD. 

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka 

menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang 

serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah 

berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. 

Satuan : Kerja Perangkat Daerah adalah yang 

selanjutnya | disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada 

Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang. 

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah 

Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD 

adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 

APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 

Kabai Kabag Asisten SEKDA 
Keugngan | Hukum A 

TN R2 ( 



d i tun juk mener ima, 

yang bert indak da lam kapas i tas sebagai B U D . 

1 1 . B e n d a h a r a Pengeluaran ada lah pejabat yang 

meny impan, membayarkan , mena tausahakan dan mempertanggung 

j a w a b k a n u a n g u n t u k keper luan Be lan ja Daerah da lam rangka 

pe laksanaan A P B D pada S K P D . 

12. S a t u a n Ker ja Perangkat Daerah Tekn i s Terka i t y ang se lan jutnya disebut 

S K P D teknis terkait ada lah S K P D yang terkait dengan penanggulangan 

bencana dan kejadian l u a r b iasa . 

13. B e n c a n a adalah" per ist iwa a t a u rangka ian per ist iwa yang mengancam dan 

mengganggu keh idupan dan penghidupan masya raka t yang d isebabkan, 

ba ik oleh faktor a l am dan/a tau faktor non a l a m m a u p u n faktor m a n u s i a 

sehingga mengakibatkan timbulnya korban j i w a ! m a n u s i a , k e r u s a k a n 

l ingkungan, kerug ian h a r t a benda, dampak psikologis. 

14. B e n c a n a A l a m ] ada lah bencana yang d iak iba tkan oleh per is t iwa a t a u 

serangkaian per ist iwa yang d isebabkan oleh a l a m an ta ra l a in berupa 

gempa bumi , t sunami , gunung meletus, banj ir , keker ingan, ang in 

topan/puting bel iung, t anah longsor, kebakaran ;hu tan/ l ahan k a r e n a 

faktor a l am. j 

15. B e n c a n a Nonalam ada lah bencana yang d iak iba tkan oleh per is t iwa a t a u 

rangka ian per is t iwa non a l a m yang an ta ra • l a in berupa gagal 

konstruksi/teknologi , gagal modemisas i , epidemi, wabah penyakit , 

dampak indus t r i dan pencemaran l ingkungan. 

16. B e n c a n a Sos ia l ada lah bencana yang d iak iba tkan oleh per is t iwa a t a u 

serangkaian per ist iwa yang d iak iba tkan oleh m a n u s i a , yang mel iput i 

konfl ik sos ia l an ta r kelompok a t a u an ta r komuni tas masya raka t d a n teror. 

17. Ke jadian L u a r - B i a s a ada lah t imbu lnya a t a u meningkatnya ke jad ian 

kesak i t an dan/a tau kemat ian yang be rmakna secara Ep idemi Logis pada 

s u a t u Daerah da lam k u r u n w a k t u tertentu. 

18. Keadaan D a r u r a t B e n c a n a ada lah s u a t u keadaan yang di tetapkan oleh 

pemerintah u n t u k j a n g k a w a k t u tertentu a tas dasar rekomendasi S K P D 

yang diberi tugas u n t u k menanggulangi bencana yang d imula i se jak 

s ta tus s iaga darurat , tanggap da rura t dan t rans i s i da rura t kepemul ihan. 

19. Tanggap D a r u r a t B e n c a n a ada lah serangkaian kegiatan yang d i l a k u k a n 

dengan segera pada saat ke jad ian bencana u n t u k menangani dampak 

b u r u k yang d i t imbu lkan yang mel iput i kegiatan penyelamatan dan 

evakuas i kor l i an , h a r t a benda, p e m e n u h a n ; k ebu tuhan dasar , 

per l indungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, ser ta pemul ihan 

Kaban Kabag Asisten SEKDA 
Keui tigan Hukum 
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11. 

12. 

13 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD. 

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, 

menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung 

jawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka 

pelaksanaan APBD pada SKPD. 

Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis Terkait yang 5 selanjutnya disebut 

SKPD teknis terkait adalah SKPD yang terkait dengan penanggulangan 

bencana dan kejadian luar biasa. 

. Bencana adalah 'peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 

mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, 

baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia 

sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan 

lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis. 

Bencana Alam | adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 

serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh : alam antara lain berupa 

gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin 

topan/puting beliung, tanah longsor, kebakaran : 'hutan/ lahan karena 

faktor alam. h. Tang 

Bencana Nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 

rangkaian peristiwa non alam yang antara lain | berupa gagal 

konstruksi/ teknologi, gagal modernisasi, cpidemi, wabah penyakit, 

dampak industri dan pencemaran lingkungan. : | 

Bencana Sosial adalah bencana .yang diakibatkan oleh peristiwa atau 

serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi 

konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas rnasyarakat dan teror. 

Kejadian Luar : ' Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian 

kesakitan dan/ atau kematian yang bermakna secara a Epidemi Logis pada 

suatu Daerah dalam kurun waktu tertentu. | 

Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh 

pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi SKPD 

yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak 

status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat kepemulihan. 

Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan 

dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak 

buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan 

evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, 

perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan 
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p r a s a r a n a dan sa rana . 

20 . S ta tus Keadaan • D a r u r a t B e n c a n a ada lah s u a t u keaclaan yang di tetapkan 

oleh pemerinta l i u n t u k j a n g k a w a k t u tertentu a tas dasar rekomendasi 

S K P D yang diberi tugas u n t u k menanggulangi bencana. 
i 

2 1 . Rencana Kebu tuhan Be lan ja y a n g se lan jutnya dis ingkat R K B ada lah 

r encana kebu tuhan belanja u n t u k kebu tuhan tanggap da rura t bencana 

yang d ia jukan oleh S K P D terkait . 

2 2 . Rencana Anggaran B i a y a yang se lan jutnya dis ingkat R A B ada lah r encana 

anggaran b iaya yang d iper lukan u n t u k pe laksanaan kegiatan. 

2 3 . Be lan ja T idak Terduga ada lah belanja yang d i gunakan u n t u k kegiatan 

yang s i fatnya t idak b iasa a t a u t idak d iha rapkan berulang seperti 

penanggulangan bencana a l a m dan b e n c a n a s o s i a l y ang t idak 

d iperk i rakan sebelumnya, t e rmasuk pengembalian a tas ke leb ihan 

pener imaan Daerah t a h u n - t a h u n sebe lumnya yang te lah d i tutup, belanja 

yang bersifat t idak b iasa d i gunakan u n t u k tanggap da rura t da lam rangka 

pencegahan gangguan terhadap stabi l i tas Penyelenggaraan 

pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketert iban 

masyarakat . 

B A B 11 

R U A N G U N G K U P 

Pasa l 2 

R u a n g l ingkup Pera turan B u p a t i i n i meliputi : 

a . k r i t e r ia Be lan ja T i dak Terduga; 

b. penganggaran Be lan ja T i dak Terduga; 

c. pe laksanaan Be lan ja T i dak Terduga; dan 

d. monitoring, eva luas i dan pengawasan Be lan ja T i dak Terduga. 

B A B I I I 

: K R I T E R I A B E L A N J A T I D A K T E R D U G A 

Pasa l 3 

Kr i t e r ia Be lan ja T i dak Terduga mel iputi : 

a . pengeluaran anggaran a tas beban A P B D u n t u k keadaan darurat ; 

b. keper luan mendesak yang t idak dapat diprediksi sebelumnya; 

c. pengembalian kelebihan pembayaran atas Pener imaan Daerah 

t a h u n - t a h u n sebe lumnya; dan 

d. u n t u k ban tuan sos ia l y ang tidaik dapat : d i r encanakan 
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20. 

21. 

22. 

23. 

prasarana dan sarana. 

Status Keadaan: Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan 

oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi 

SKPD yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana. 

Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah 

rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana 

yang diajukan oleh SKPD terkait. 

Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah rencana 

anggaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan. 

Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang digunakan untuk kegiatan 

yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti 

penanggulangan bencana alam dan bencana ' sosial yang tidak 

diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan 

penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, belanja 

yang bersifat tidak biasa digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka 

pencegahan gangguan terhadap stabilitas Penyelenggaraan 

pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban 

masyarakat. | 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: 

a. 

b 

Cc. 

d 

kriteria Belanja Tidak Terduga: 

penganggaran Belanja Tidak Terduga, 

pelaksanaan Belanja Tidak Terduga, dan 

monitoring, evaluasi dan pengawasan Belanja Tidak Terduga. 

: BAB III : 
|KRITERIA BELANJA TIDAK TERDUGA 

Pasal 3 

Kriteria Belanja Tidak Terduga meliputi: 

pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat, 

keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, 

pengembalian kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah 

tahun-tahun sebelumnya, dan | 

untuk bantuan sosial yang tidak dapat 'direncanakan 
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sebelumnya. 

Pasa l 4 

Keadaan darura t sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 3 h u r u f a mel iputi : 

a . B e n c a n a Alam,' B e n c a n a Nonalam, B e n c a n a Sos ia l dan/a tau 

Kejadian L u a r B i a s a ; 

b. Pe laksanaan operasi pencar ian dan pertolongan; dan/a tau ; 

c. K e r u s a k a n sariana dan p rasa rana yang dapat mengganggu 

kegiatan pe layahan publ ik . 

Pasa l 5 

(1) Keper luan mendesak sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 3 h u r u f b 

mel iputi : 

a . k ebu tuhan Daerah da lam rangka ; pe layanan dasar 

masya raka t yang anggarannya be lum tersedia da l am t a h u n 

anggaran berfalan; 

b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat 

wajib; 

c. pengeluaran Dae rah yang berada d i lua r kendal i Pemer intah Daerah 

d a n t idak dapat d ipred iks ikan sebe lumnya, ser ta amana t pera turan 

perundang- undangan ; dan/a tau 

d. pengeluaran Daerah l a innya yang apabi la d i tunda a k a n 

men imbu lkan kerug ian yang lebih besar bagi Pemer intah Daerah 

dan/a tau masyaraka t . 

e. keper luan 1 mendesak l a innya sebagai dampak dar i keb i jakan 

Pemer intah pada t a h u n anggaran ber ja lan. 

(2) belanja daerah yang bersifat mengikat sebagaimana d imaksud pada h u r u f 

b me rupakan belanja yang d i bu tuhkan secara te rns menerus dan h a m s 

d ia lokas ikan oleh pemerintah daerah dengan j u m l a h yang c u k u p u n t u k 

keper luan setiap bu l an da lam t a h u n anggaran berkenaan, seperti: 

a . belanja pegawai a n t a r a l a in u n t u k pembayaran kekurangan gaji, 

tunjangan; dan 

b. belanja barang dan j a s a a n t a r a l a in u n t u k pembayaran telepon, a ir , 

l i s t r ik dan internet. 

(3) belanja daerah ;yang bersifat waj ib sebagaimana d imaksud pada h u m f b 

m e m p a k a n belanja u n t u k ter jaminnya ke langsungan pemenuhan 
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sebelumnya. 

Pasal 4 

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi: 

a. 

(1) 

(2) 

3) 

Bencana Alam, Bencana Nonalam, Bencana Sosial dan/atau 

Kejadian Luar Biasa, 

Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan / atau, 

Kerusakan sarana dan prasarana yang dapat mengganggu 

kegiatan pelayahan publik. 

Pasal 5 

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf: b 

meliputi: | | | | 

a. kebutuhan —— Daerah dalam rangka | pelayanan dasar s 

masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun 

anggaran berjalan, ! | 

b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat 

wajib: : 

Cc. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah 

dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan 

perundang- undangan, dan/atau | 

d. pengeluaran Daerah - lainnya yang apabila ditunda akan . 

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah 

dan/atau masyarakat. | 

e. keperluan : | mendesak lainnya sebagai dampak dari kebijakan 

Pemerintah pada tahun anggaran berjalan. : | | 

belanja daerah yang bersifat mengikat sebagaimana ( dimaksud pada huruf: 

b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus 

dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk 

keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti: 

a. belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, 

tunjangan, dan 

b. belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, 

listrik dan internet. | 

belanja daerah. yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada huruf b 

merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan 
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pendanaan pe layanan dasar masya raka t a n t a r a l a in pendidikan, 

kesehatan, m e l a k s a n a k a n kewaj iban kepada p ihak ketiga, kewaj iban 

pembayaran pokok p in jaman, bunga p in jaman yeing te lah j a t u h tempo, 

dan kewaj iban l a innya sesua i dengan ketentuan pera turan 

perundangundangan; 

(4) pengeluaran Daerah sebagaimana d i m a k s u d pada h u r u f c berupa: 

a . program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dar i 

Pemer intah/ Pemer in tah Prov ins i dan diperoleh setelah Pe ra turan 

Daerah tentang A P B D ditetapkan, n a m u n d a n a pendukung b e m p a 

admin is t ras i proyek, b iaya perencanaan dan pengawasan be lum 

tersedia; 

b. program d a n kegiatan yang pendanaanya bersumber dar i Pemer intah 

a t a u Pemer intah Prov ins i a k a n tetapi h a m s d i l a k u k a n pergeseran 

an ta r j en i s belanja terlebih d a h u l u k a r e n a menyesua ikan dengan 

petunjuk teknis yang di ter ima setelah Pera turan Daerah tentang 
i. 

A P B D ditetapkan; 

c. belanja yang bersifat waj ib b e m p a kewaj iban kepada p ihak ketiga, 

belanja operasi dan/a tau belanja yang d iwaj ibkan oleh ke tentuan 

pemndang-undangan yang be lum dianggarkan pada A P B D a t a u k a s 

sesua i p e run tukan t idak cukup/be lum tersedia d a n h a m s segera 

d ipenuhi . ; 

Pasa l 6 

Pengeluaran Daerah u n t u k mendana i Keadaan D a m r a t dan keper luan 

mendesak sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 4 dan Pasa l 5 yang be lum 

tersedia anggarannya dan/a tau t idak c u k u p tersedia anggarannya, 

d i formulas ikan terlebih d a h u l u da lam R e n c a n a Ker ja Anggaran S a t u a n Ker ja 

Perangkat Daerah (RKA-SKPD) , dan/a tau P e m b a h a n Dokumen Pe laksanaan 

Anggaran S a t u a n 

kebu tuhan tanggap 

b iasa . 

Ker ja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) , kecua l i u n t u k 

d a m r a t bencana, konf l ik sos ia l , dan/a tau ke jad ian l u a r 

Pasa l 7 

Be lan ja u n t u k k ebu tuhan keadaan d a m r a t seperti B e n c a n a A lam, B e n c a n a 

Nonalam dan/a tau Kejadian L u a r B i a s a sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 4 

h u m f a d i gunakan sesua i dengan ketentuan pera turan pemndang- undangan. 
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pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, 

kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban 

pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, 

dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangundangan, : 

(4) pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c berupa: 

a. program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari 

Pemerintah/ Peruerintah Provinsi dan diperoleh setelah Peraturan 

Daerah tentang APBD ditetapkan, namun dana pendukung berupa 

administrasi proyek, biaya perencanaan dan pengawasan belum 

tersedia, ' 

b. program dan kegiatan yang pendanaanya bersumber dari Pemerintah 

atau Pemerintah Provinsi akan tetapi harus dilakukan pergeseran 

antar jenis belanja terlebih dahulu karena menyesuaikan dengan 

petunjuk teknis yang diterima setelah Peraturan Daerah tentang 

APBD ditetapkan, : 

c. belanja yang bersifat wajib berupa kewajiban kepada pihak ketiga, 

belanja operasi dan/atau belanja yang diwajibkan oleh ketentuan 

perundang- undangan yang belum dianggarkan 'pada APBD atau kas 

sesuai peruntukan tidak cukup/belum tersedia dan harus segera 

dipenuhi. | | 

Pasal 6 

Pengeluaran Daerah untuk mendanai Keadaan Darurat dan keperluan 

mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 'Pasal 5 yang belum 

tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, 

diformulasikan terlebih dahulu dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (RKA- SKPD), dan/atau Perubahan Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), kecuali untuk 

kebutuhan tanggap. “darurat bencana, konilik sosial, dan/ atau kejadian luar 

biasa. 

| Pasal 7 | 
Belanja untuk kebutuhan keadaan darurat seperti Bencana Alam, Bencana 

Nonalam dan/atau Kejadian Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

huruf.a digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 
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Pasa l 8 

Pengembalian ke leb ihan pembayaran a tas Pener imaan Daerah t a h u n - t a h u n 

sebe lumnya sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 3 h u r u f c mel iput i 

pener imaan Dae rah yang terjadi t a h u n sebe lummnya yang h a r u s 

dikembalikein dan bersifat t idak berulang 

Pasa l 9 

B a n t u a n sos ia l yang t idak dapat d i r encanakan sebe lummnya sebagaimana 

d imaksud da lam Pasa l 3 h u r u f d d ia lokas ikan u n t u k kebu tuhan ak ibat res iko 

sos ia l yang t idak dapat d iperk i rakan pada saat p enyusunan A P B D yang 

apabi la d i tunda penanganannya a k a n men imbu lkan resiko sos ia l y ang lebih 

besar bagi ind iv idu dan/a tau ke luarga yang bersangkutan. 

B A B IV 

PENGANGGARAN B E L A N J A T I D A K T E R D U G A 

Pasa l 10 

(1) Penganggaran Be lan ja T i dak Terduga da lam A P B D d i can tumkan pada 

kode rekening kelompok Be lan ja T i dak Terduga, objek Be lan ja T i dak 

Terduga dan rincian objek Be lan ja T i dak Terduga. 

(2) Penganggaran Be lan ja T i dak Terduga sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

d ia lokas ikan pada Dokumen Pe laksanaan Anggaran Pejabat Pengelola 

Keuangan Daerah (DPA-PPKD). 

(3) Penggunaan Be lan ja T i dak Terduga dapat d ibebankan secara langsung 

a t a u d i l a k u k a n ' me la lu i proses pergeseran anggaran da r i Be lan ja T i dak 

Terduga ke program, kegiatan dan sub kegiatan. 

(4) Pergeseran anggaran sebagaimana d imaksud pada ayat (3) d i l a k u k a n 

dengan c a r a m e l a k u k a n P e m b a h a n Pera turan B u p a t i tentang Penjabaran 

A P B D . 

(5) P e m b a h a n Pera turan B u p a t i tentang Penjabaran A P B D sebagaimana 

d imaksud pada ayat (4) d i l aksanakan s e sua i dengan ketentuan pera turan 

pemndang-undangan. 

B A B V 

PELAKSANAAN B E L A N J A T I D A K T E R D U G A 

Pasa l 11 

Penggunaan Be lan ja T i dak Terduga d i l aksanakan mela lu i : 
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Pasal 8 

Pengembalian kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun 

sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi 

penerimaan Daerah yang terjadi tahun sebelummnya yang harus 

dikembalikan dan bersifat tidak berulang | 

Pasal 9 

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelummnya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko 

sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang 

apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih 

besar bagi individu dan/ atau keluarga yang bersangkutan. 

| BAB IV : 

PENGANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA 

Pasal 10 

(1) Penganggaran Belanja Tidak Terduga dalam APBD dicantumkan pada 

kode rekening kelompok Belanja Tidak Terduga, objek Belanja Tidak 

Terduga dan rincian objek Belanja Tidak Terduga. | 

(2) Penganggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola 

Keuangan Daerah (DPA-PPKD). 

(3) Penggunaan Belanja Tidak Terduga dapat dibebankan secara langsung 

atau dilakukan' melalui proses pergeseran anggaran dari Belanja Tidak 

Terduga ke program, kegiatan dan sub kegiatan. 

(4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 

dengan cara melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 

APBD. : | 
(5) Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana 

dimaksud pada' ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

: BAB V | 
PELAKSANAAN BELANJA TIDAK TERDUGA 

Pasal 11 

Penggunaan Belanj a Tidak Terduga dilaksanakan melalui: 
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a . pembebanan langsung ke Be lan ja T i dak Terduga; 

b. pergeseran anggaran dar i Be lan ja T i dak Terduga ke belanja program, 

kegiatan dan sub kegiatan S K P D , 

Pasa l 12 

Pembebanan langsung ke belanja T idak Terduga sebagaimana d imaksud dalam 

Pasa l 11 h u r u f a d iperuntukkan ; 

a . penanganan tanggap darurat , konfl ik sos ia l dan/a tau ke jad ian 

l u a r b iasa ; 

b. pengembalian atas kelebihan pener imaan Daerah t ahun- tahun 

sebelumnya; dan ' 

c. bantuan sosial yang t idak dapat d i rencanakan sebelumnya. 

Pasa l 13 

D a l a m h a l belanja t idak terduga tid£ik mencukup i a t a u t idak tersedia u n t u k 

mendana i keadaan : darura t dan keper luan mendesak,: Pemer intah Daerah 

menggunakan: 

a . d a n a dar i h a s i l penjadwalan u l ang capa ian program, kegiatan, d a n sub 

kegiatan l a innya ser ta pengeluaran Pembiayaan da lam t a h u n anggaran 

berjalan; dan/a tau 

b. memanfaatkan k a s yang tersedia. 

P a s a l 14 

K a s yang tersedia sebagaimana d imaksud da lam Pasa l ; 13 ada lah k a s yang 

bersifat u m u m yang terdapat da lam rekening k a s u m u m Daerah . 

Pasa l 15 

Pemanfaatan k a s sebagaimana d imaksud da lam P a s a l ; 14 u n t u k mendana i 

belanja yang bersifat darura t a t a u u n t u k keper luan mendesak di tetapkan 

dengan Kepu tusan Bupa t i . 

Pasa l 16 

(1) T a t a c a r a pe laksanaan pena tausahaan dan pertanggungjawaban belanja 

kebu tuhan tanggap darura t bencana, konf l ik sos ia l dan/a tau kejadian 
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a. pembebanan langsung ke Belanja Tidak Terduga, 

b. pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga ke belanja program, 

kegiatan dan sub b kegiatan SKPD. 

Pasal 12 

Pembebanan langsung ke belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 11 huruf:a diperuntukkan : | 

a. penanganan tanggap darurat, konflik sosial dan/ atau kejadian 

luar biasa, : | 

b. pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun 

sebelumnya, dan : 

c. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebeluinnya. 

Pasal 13 

Dalam hal belanja t tidak terduga tidak mencukupi atau. tidak tersedia untuk 

mendanai keadaan : darurat dan keperluan mendesak, Pemerintah Daerah 

menggunakan: 

a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub 

kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran 

berjalan: dan/atau | 

b. memanfaatkan kas yang tersedia. 

: Pasal 14 

Kas yang tersedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal! 13 adalah kas yang 

bersifat umum yang terdapat dalam rekening kas umum Daerah. 

Pasal 15 | 

Pemanfaatan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal:14 untuk mendanai 

belanja yang bersifat darurat atau untuk keperluan mendesak ditetapkan 

dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 16 : 

(1) Tata cara pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja 

kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial dan/atau kejadian 

Kab Kabag Asisten SEKDA 
Keuaggan | Hukum : . 

' lal 



l u a r b i a sa sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 12 h u r u f a , d i l a k u k a n 

dengan tahapan sebagai ber ikut : 

a . B u p a t i mehetapkan s ta tus keadaan tanggap da rura t u n t u k bencana, 

konf l ik sos ia l dan/a tau ke jad ian l u a r b i a sa sesua i dengan ketentuan 

pera turan perundang-undangan; 

b. Kepa la S K P D yang secara fungsional terkait menga jukan Rencana 

K e b u t u h a n Be lan ja (RKB) kepada P P K D s e l aku B U D setelah 

penetapan s ta tus oleh Bupa t i ; 

c. P P K D s e l a k u B U D menca i rkan dana kebu tuhan belanja kepada 

Kepa la S K P D yang secara fungsional terkait pal ing lambat 1 (satu) 

h a r i ker ja terhi tung dar i d i ter imanya Rencana Kebu tuhan Be lan ja 

(RKB ) ; 

d. penca i ran ' dana k ebu tuhan belanja sebagaimana d imaksud pada 

h u r u f b, d i l a k u k a n dengan mekan isme T a m b a h Uang (TU) dan 

d i se rahkan kepada bendahara pengeluaran ; S K P D yang seca ra 

fungsional terkait ; 

e. penggunaan d a n a k ebu tuhan belanja dicatat pada B u k u K a s 

U m u m oleh Bendaha ra Pengeluaran pada P P K D ; 

f. kepala S K P D yang secara fungsional terkait bertanggung j awab secara 

f is ik dan keuangan terhadap penggunaan dana kebutuhan belanja 
i 

yang dikelolanya; 

g. pertanggungjawaban a tas penggunaan dana kebu tuhan belanja 

d i sampa ikan oleh kepa la S K P D yang secara fungsional terkai t 

kepada P P K D dengan me lamp i rkan buk t i pengeluaran yang s a h 

secara lengkap a t a u su ra t pemya taan tanggungjawab belanja; d a n 

h . penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana d i m a k s u d 

pada h u r u f f, pal ing lambat 10 (sepuluh) h a r i ker ja sejak se lesa inya 

pe laksanaan kegiatan yang bersangkutan. 

i . T a t a c a r a I pe l aksanaan pena tausahaan d a n ; pertanggungjawaban 

pengembalian a tas ke leb ihan pener imaan Daerah t a h u n - t a h u n 

sebe lumnya sebagaimana d imaksud d a l a m ! Pasa l 12 h u r u f b 

d i l a k u k a n dengan tahapan sebagai ber ikut : Permohonan penca i ran 

pengembalian a tas ke leb ihan dar i Kepa la S K P D yang membidangi 

a t a u p ihak yang menga jukan dengan me lampi rkan buk t i y ang 

lengkap d a n s a h a tas ke lebihan pembayaran pener imaan Dae rah 

t a h u n sebelumnya; 
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luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dilakukan 

dengan tahapan sebagai berikut: 

a. Bupati mehetapkan status keadaan tanggap darurat untuk bencana, 

konflik sosial dan/atau kejadian luar biasa sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan: 

Kepala SKPD yang secara fungsional terkait mengajukan Rencana 

Kebutuhan Belanja (RKB) kepada PPKD selaku BUD setelah 

penetapan status oleh Bupati, 

. PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja . kepada 

Kepala SKPD yang secara fungsional terkait paling lambat 1 (satu) 

hari kerja terhitung dari diterimanya Rencana Kebutuhan Belanja 

(RKB): 
pencairan 'dana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada 

huruf b, dilakukan dengan mekanisme Tambah Uang (TU) dan 

diserahkan kepada bendahara pengeluaran | :SKPD yang secara 

fungsional terkait: 

penggunaan dana kebutuhan belanja dicatat pada Buku Kas 

Umum oleh Bendahara Pengeluaran pada PPKDj 

kepala SKPD yang secara fungsional terkait bertanggung jawab secara 

“fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana kebutuhan belanja | 

. yang dikelolanya: : 

pertanggungjawaban atas penggunaan dana: kebutuhan belanja 

disampaikan oleh kepala SKPD yang secara fungsional terkait 

kepada PPKD dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah 

secara lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja, dan 

penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud 

pada huruf f, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak selesainya 

pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan. 

Tata cara: pelaksanaan penatausahaan dan : 'pertanggungjawaban 

pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun 

sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ' Pasal 12 huruf b 

dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: Permohonan pencairan 

pengembalian atas kelebihan dari Kepala SKPD yang membidangi 

atau pihak yang mengajukan dengan melampirkan bukti yang 

lengkap dan sah atas kelebihan pembayaran penerimaan Daerah 

. tahun sebelumnya, 

Po 
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j . P P K D s e l aku B U D m e l a k u k a n ver i f ikasi a tas pengajuan permohonan 

sebagaimana d imaksud pada h u r u f b; 

k . Ver i f ikas i '. sebagaimana d imaksud pada h u r u f b me rupakan 

penel i t ian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana d i m a k s u d 

pada h u r u f a ; dan 

1. P P K D s e l aku B U D menge luarkan S P 2 D - L S . 

(2) T a t a c a r a pe laksanaan pena tausahaan d a n pertanggungjawaban ban tuan 

sos ia l yang t idak dapat d i r encanakan sebe lumnya sebagaimana 

d imaksud da lam Pasa l 12 h u r u f c d i l a k u k a n dengan tahapan sebagai 

ber ikut : 

a . Kepa la S K P D mengajukan permohonan bantuan sos ia l y ang t idak 

dapat d i r encanakan sebe lumnya ke B u p a t i d iserta i R K B ; 

b. Permohonan ban tuan sos ia l y ang t idak dapat d i r encanakan 

sebe lumnya diserta i R K B yang te lah d ise tu ju i ' bupat i , d i sampa ikan 

kepada P P K D s e l aku B U D ; 

c. P P K D s e l a k u B U D m e l a k u k a n ver i f ikasi a tas pengajuan permohonan 

sebagaimana d imaksud pada h u r u f b; 

d. ve r i i ikas i sebagaimana d imaksud pada h u r u f c me rupakan penelit ian 

terhadap kelengkapan dokumen; 

e. setelah dokumen sebagaimana d imaksud pada h u r u f b d inya takan 

lengkap, P P K D s e l aku B U D menca i rkan dana Be lan ja T i d a k Terduga 

kepada kepa la S K P D dengan menerb i tkan S P 2 D - T U , pal ing lambat 1 

(satu) h a r i ker ja ; 

f. pertanggungjawaban a tas penggunaan d a n a ; k ebu tuhan belanja 

d i sampa ikan oleh kepa la S K P D yang secara fungsional terkai t 

kepada P P K D dengan me lampi rkan bukt i pengeluaran yang s a h 

secara lengkap a t a u su ra t pemya taan tanggungjawab belanja; dan 

g. penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana d imaksud 

pada h u n i f f, pal ing lambat 1 (satu) bu lan sejak terbi tnya S P 2 D T U 

pe laksanaan kegiatan yang bersangkutan. 

Pasa l 17 

(1) Penggunaan Be lan ja T i dak Terduga me la lu i proses 'pergeseran anggaran 

dar i Be lan ja T i dak Terduga ke belanja program, kegiatan dan sub 

kegiatan S K P D d ipe runtukkan sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 11 

h u m f b d i p e m n t u k k a n : 
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PPKD selaku BUD melakukan veriftkasi atas pengajuan permohonan 

sebagaimana dimaksud pada huruf b, : 

Verifikasi | .sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan 

penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, dan 

PPKD selaku BUD mengeluarkan SP2D-LS. 

(2) Tata cara pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban bantuan 

(1) 

sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana 

dimaksud dalain Pasal 12 huruf c dilakukan dengan tahapan sebagai 

berikut: : 

a. Kepala SKPD mengajukan permohonan bantuan sosial yang tidak 

dapat direncanakan sebelumnya ke Bupati disertai RKB, 

Permohonan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan 

sebelumnya disertai RKB yang telah disetujui: "bupati, disampaikan 

kepada PPKD selaku BUD: | 

PPKD selaku BUD melakukan verifikasi atas pengajuan permohonan 

sebagaimana dimaksud pada huruf b, | 

veriiikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c merupakan penelitian 

terhadap kelengkapan dokumen, 

setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b dinyatakan 

lengkap, PPKD selaku BUD mencairkan dana Belanja Tidak Terduga 

kepada kepala SKPD dengan menerbitkan SP2D-TU, paling lambat 1 

(satu) hari kerja, 

pertanggungjawaban atas penggunaan sana kebutuhan belanja 

disampaikan oleh kepala SKPD yang secara fungsional terkait 

kepada PPKD dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah 

secara lengkap atau surat peruyataan tanggungjawab belanja, dan 

penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud 

pada huruf f, paling lambat 1 (satu) bulan sejak terbitnya SP2D TU 

pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan. 

Pasal 17 

Penggunaan Belanja Tidak Terduga melalui proses' pergeseran anggaran 

dari Belanja Tidak Terduga ke belanja program, kegiatan dan sub 

kegiatan SKPD diperuntukkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 

huruf b diperuntukkan: 

| Kaban Kabag Asisten SEKDA 
Keuarfgan | Hukum , 

139 la 14 



a . penanganan keadaan da rura t non tanggap darura t ; dan 

b. keper luan mendesak. 

(2) D a l a m h a l terjadi pergeseran anggaran dar i anggaran Be l an j a T i dak 

Terduga ke belanja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1) sebelum perubahan A P B D , d i l a k u k a n dengan 

c a r a m e l a k u k a n perubahan terhadap Pera turan B u p a t i tentang 

Penjabaran A P B D t a h u n anggaran berkenaan sebagai dasar 

pe l aksanaannya u n t u k kemud ian d i tampung da lam Pera turan Daerah 

tentang Perubahan A P B D T a h u n anggaran berkenaan. 

(3) D a l a m h a l terjadi pergeseran anggaran Be lan ja T i dak Terduga ke belanja 

program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana d imaksud pada ayat (2) 

setelah peruba l ian A P B D ditetapkan, m a k a d i laporkan da lam Laporan 

Keuangan Pemer intah Daerah . 

Pasa l 18 

(1) Pengajuan Be lan ja T i dak Terduga me la lu i proses pergeseran anggaran 

dar i Be lan ja T i dak Terduga ke belanja program, kegiatan dan sub 

kegiatan sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 11 h u r u f b h a r u s 

me lampi rkan Rencana Anggaran B i a y a (RAB) yang te lah d ih i tung oleh 

S K P D teknis . 

(2) Pergeseran anggaran sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d ia jukan oleh 

S K P D teknis kepada B u p a t i u n t u k kemud ian diteliti oleh TAPD dan d i 

d ibuatkan Nota Pert imbangan. 

(3) H a s i l penelitian! yang te lah d isetujui T A P D dan Nota Pert imbangan yang 

disetujui B u p a t i , d i t indaklanjut i dengan pergeseran anggaran mela lu i 

Pe rubahan Pera turan B u p a t i tentang Penjabaran A P B D . 

Pasa l 19 

Pengeluaran Be lan ja T i dak Terduga u n t u k pembiayaan penanggulangan 

B e n c a n a A lam, B e n c a n a Non a l am d a n B e n c a n a Sos ia l yang bersifat tanggap 

darura t dan Kejadian L u a r B i a s a a t a u keper luan mendesak, d iber ikan dengan 

mempert imbangkan- efisiensi dan efektifitas ser ta menghindar i adanya 

tumpang t indih pendanaan terhadap kegiatan/sub kegiatan yang te lah 

d idanai oleh A P B D . \ 
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a. penanganan keadaan darurat non tanggap darurat, dan 

b. keperluan mendesak. nm 

(2) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran dari anggaran Belanja Tidak 

Terduga ke belanja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) sebelum perubahan APBD, dilakukan dengan 

cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang 

Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar 

pelaksanaannya untuk kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah 

tentang Perubahan APBD Tahun anggaran berkenaan. 

(3) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran Belanja Tidak Terduga ke belanja 

program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

setelah perubahan APBD ditetapkan, maka dilaporkan dalam Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah. 

Pasal 18 
i 

(1) Pengajuan Belanja Tidak Terduga melalui proses pergeseran anggaran 

dari Belanja Tidak Terduga ke belanja program, kegiatan dan sub 

kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b harus 

melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah dihitung oleh 

SKPD teknis. 

(2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada -. (1) diajukan oleh 

SKPD teknis kepada Bupati untuk kemudian diteliti oleh TAPD dan di 

dibuatkan Nota Pertimbangan. 

(3) Hasil penelitian yang telah disetujui TAPD dan Nota Pertimbangan yang 

disetujui Bupati, ditindaklanjuti dengan pergeseran anggaran melalui 

Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD. 

Pasal 19 

Pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk pembiayaan penanggulangan 

Bencana Alam, Bencana Non alam dan Bencana Sosial yang bersifat tanggap 

darurat dan Kejadian Luar Biasa atau keperluan mendesak, diberikan dengan 

mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya 

tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan/sub kegiatan yang telah 

didanai oleh APBD. 
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B A B V I 

MONITORING, E V A L U A S I DAN PENGAWASAN B E L A N J A T I D A K T E R D U G A 

Pasa l 20 

(1) S K P D teknis terkait m e l a k u k a n monitoring dan eva luas i a tas penggunaan 

Be lan ja T i dak Terduga. 

(2) Pengawasan terhadap pengelolaan Be lan ja T idak Terduga d i l aksanakan 

sesua i dengan k e t e n t u ^ pera turan perundang- undangan. 

B A B V l l 

K E T E N T U A N P E N U T U P 

Pasa l 2 1 

Pera turan B u p a t i i n i m u l a i be r laku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan pengundangan Pera turan 

B u p a t i i n i dengan penempatannya da lam Be r i t a Daerah Kabupaten Gorontalo 

U ta ra . 

Di te tapkan d i Kwandang 

pada tanggal ^T oU^^^^ 2 0 2 3 

B U P A T I GO^BOWALQ UTARA, f 

THARIQ MODANi I G U 

D iundangkan d i Kwandang 
pada tanggal oWTfl60i?O23 

S E K R E T A R f S D A E R A H K A B U P A T E N GORONTALO UTARA, 

LKORO 

B E R I T A D A E R A H K A B U P A T E N GORONTALO UTARA TAHUN 2 0 2 3 NOMOR .?Xh 
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: BAB VI : 
MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN BELANJA TIDAK TERDUGA 

Pasal 20 

(1) SKPD teknis terkait melakukan monitoring dan cvaluasi atas penggunaan 

Belanja Tidak Terduga. 

(2) Pengawasan terhadap pengelolaan Belanja Tidak Terduga dilaksanakan 

sesuai dengan ceng peraturan perundang- undangan. 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 21 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo 

Utara. 

Ditetapkan di Kwandang 

pada tanggal 25-okToker 2023 

: BUPATI GORONTALO UTARA, 

THARIO MODANGGU 

Diundangkan di Kwandang 

pada tanggal 2s okoger2023 
SEKRETA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA, 

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2023 NOMOR 58 
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